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TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

[bookmark: _Toc129784978][bookmark: _Toc134286444]2.1 Penelitian Sebelumnya
Penelitian sebelumnya atau bisa disebut sebagai penelitian terdahulu adalah upaya penulis untuk mencari perbandingan lokasi, teori, maupun metode penelitian yang digunakan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penulis dapat memposisikan serta menujukkan orsinalitas dari penelitian. Selanjutnya kegunaan dari penelitian terdahulu yaitu akan memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori dan konsep. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji :
Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

	No.
	Judul Penelitian, Nama Peneliti, Tahun
	Persamaan dengan
Penelitian Penulis
	Perbedaan dengan
Penelitian Penulis

	1.
	“Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) (Penelitian di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)”.
Oleh Okky Pancawaty, Moh. Taufik Hidayat, RM. Haryo Bharoto Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon  (2020)

	· Menganalisis partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.
· Menggunakan metode penelitian kualitatif.
	· Lokasi penelitian di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
· Menggunakan teori partisipasi masyarakat dari Bhintoro Tjokroamidjojo.
· Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa dan Kepala UPT PPKBP3A Kecamatan Talun sudah memberikan informasi kepada masyarakat melalui pegawai maupun bidan desa berupa sosisalisasi atau penyuluhan mengenai program keluarga berencana walaupun masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya. 

	2.
	“Upaya Bapermas KB dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dusun Geneng Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dalam Program Keluarga Berencana”.
Oleh Ida Meliyana Universitas Negeri Semarang (2011)
	· Menganalisis partisipasi masyarkat dalam program keluarga berencana.
· Menggunakan metode penelitian kualitatif.
	· Lokasi penelitian di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak
· Menggunakan teori partisipasi masyarakat dari Soekanto.
· Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Dusun Geneng Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak diwujudkan dalam bentuk keikutsertaannya masyarakat menjadi akseptor KB.

	3.
	“Partisipasi Masyarakat dalam Menurunkan Angka Pertumbuhan  Penduduk di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya”
Oleh Rian Koswara Universitas Siliwangi Tasikmalaya  (2017)

	· Menganalisis partisipasi masyarakat.
	· Lokasi penelitian . di Kecamatan  Cihideung Tasikmalaya.  
· Menggunakan metode penelitian kuantitatif.
· Menggunakan teori partisipasi masyarakat dari Mamat Ruhimat.
· Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menurunkan angka pertumbuhan penduduk ini antusias nya kebanyakan dari ibu-ibu yang sudah berumah tangga

	4.
	“Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Maligano Kecamatan Maligano Kabupaten Muna”.
Oleh Meri Afiat Universitas Halu Oleo Kendari  (2018)

	· Menganalisis partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.
· Menggunakan metode penelitian kualitatif.
	· Lokasi Penelitian di di Desa Maligano Kecamatan Maligano Kabupaten Muna.
· Menggunakan teori partisipasi masyarakat dari Muluk.
· Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana di Desa Maligano sudah dilaksanakan dengan cukup baik namun tingkat partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan.

	5.
	“Strategi Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai”
Oleh Henri Prianto dan Ervina Yunita Lembaga Administrasi Negara (2022)

	· Menganalisis partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.

	· Lokasi penelitian di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
· Metode penelitian kualitatif dengan analisis SWOT 
· Menggunakan teori partisipasi masyarakat dari Ernawati
· Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat yang belum sepenuhnya menerima program KB.



Berdasarkan tabel di atas, kelebihan penelitian yang penulis lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu :
1. Penelitian penulis secara empiris berbeda locus atau lokasinya yaitu di Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
2. Penelitian terdahulu tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung KB sudah banyak dilakukan tetapi sepanjang pengetahuan penulis belum ada penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung KB yang menggunakan teori partisipasi masyarakat dari Cohen Uphoff seperti penelitian penulis. 
[bookmark: _Toc129784979]Berdasarkan uraian di atas, penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain sebelumnya karena penulis meneliti tentang keterbaharuan program Keluarga Berencana menjadi program Kampung Keluarga Berkualitas. Dengan demikian, penelitian penulis ini memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan yuridis.

[bookmark: _Toc134286445]2.2 Tinjauan Pustaka
[bookmark: _Toc134286446]2.2.1 Administrasi Publik
2.2.1.1 Konsep Administrasi Publik
Istilah administrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Latin (Yunani) yang terdiri dari atas dua kata yaitu “ad” dan“ministrate” yang berarti “to serve” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Administrasi dapat diartikan dalam arti sempit dan arti luas sebagaimana dikemukakan oleh Handayaningrat (2000:2) yaitu : 
1. Administrasi dalam arti sempit berasal dari kata administratie (Bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (clerical work). Dengan demikian, kegiatan-kegiatan tersebut adalah bagian kecil dari kegiatan dari administrasi. 
2. Administrasi dalam arti luas, berasal dari kata administration (Bahasa Inggris). Beberapa pengertian administrasi dalam arti luas yaitu :
a. Menurut Leonad D. White : Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil, dan sebagainya.
b. Menurut Herbert A. Simon : Administrasi sebagai kegiatan dari kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.
c. Menurut William H. Newman : Administrasi didefisiniskan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan usaha-usaha kelompok dari individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama.
Pengertian administrasi dalam arti luas juga dikemukakan oleh Siagian (2014:2) yaitu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, proses kerjasama itu bukan dilakukan secara asal-asalan tetapi didasarkan pada rasionalitas atau pemikiran tertentu. Hal ini berarti proses kerjasama (administrasi) itu harus direncanakan secara matang, diorganisasikan dengan baik, orang-orang yang bekerja sama harus digerakkan secara efektif, serta harus diawasi dengan baik. Hal ini kemudian melahirkan prinsip-prinsip administrasi/manajemen yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling). 
Maksudi (2017:28) mengatakan bahwa administrasi dalam arti luas dapat dilihat dari tiga sudut pandang yaitu dari aspek proses, fungsi dan pranata (lembaga). Administrasi dari aspek proses meliputi pemikiran, perencanaan, pengaturan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengawasan. Administrasi dari aspek fungsi meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan atau disebut juga fungsi-fungsi manajemen/administrasi. Sedangkan administrasi dari aspek pranata (lembaga) meliputi tata cara atau prosedur resmi untuk mengatur hubungan kerja sama manusia dalam organisasi. 
Administrasi dalam perkembangannya melahirkan beberapa cabang yang merupakan spesialisasi dari administrasi. Salah satu cabang atau spesialisasi itu adalah administrasi publik (public administration). Secara sederhana administrasi publik adalah administrasi yang obyeknya publik. Menurut Syafiie dkk (2003:17), istilah publik berasal dari Bahasa Inggris yaitu public yang berarti umum, masyarakat atau negara. Arti publik sendiri yaitu sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Itulah sebabnya publik tidak langsung diartikan penduduk, masyarakat, warganegara ataupun rakyat, karena kata-kata tersebut berbeda.
Sedangkan administrasi secara sempit diartikan sebagai kegiatan catat-mencatat, surat menyurat, ketik-mengetik, agenda dan lain-lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Sedangkan administrasi secara luas diartikan kegiatan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapa tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya secara berdaya guna dan berhasil guna.
Menurut Harbani Pasolong (2019:6) dalam buku Teori Administrasi Publik, administrasi menunjuk adanya proses yang digerakkan oleh berbagai faktor yaitu kegiatan, kerjasama antar individu, kontrol dari kepemimpinan untuk mengarahkan kepada tercapainya tujuan di kehidupan masyarakat atau kepentingan publik.
Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa manusia merupakan sumber adanya administrasi karena keberadaannya sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat. Sehingga administrasi adalah suatu proses kegiatan oleh sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. 
Menurut Sahya Anggara (2012:12) dalam buku Perbandingan Administrasi Publik, administrasi negara adalah penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara secara keseluruhan dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara untuk terciptanya tujuan dan terlaksananya tugas negara. Sejalan dengan perkembangannya, istilah “Negara” digantikan dengan “Publik” untuk menekankan bahwa administrasi tersebut bertujuan pelayanan publik atas pemenuhan kebutuhan publik. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Harbani Pasolong (2019:9) dalam buku Teori Administrasi Publik, bahwa administrasi Publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.
Orientasi administrasi publik diarahkan kepada kepentingan publik dan kekuasaan pada rakyat, seperti yang diungkapkan oleh Thoha (2005:53) dikutip Harbani Pasolong (2019:21) dalam buku Teori Administrasi Publik, bahwa administrasi publik lebih menekankan pada peranan publik yang berorientasi pada kepentingan publik untuk mencapai tujuan. Sehingga administrasi eksistensinya tidak sekedar lukisan saja melainkan adanya manfaat bagi semua kepentingan publik.
Nicholas Henry yang dikutip Syamsiar Sjamsuddin Indradi (2016:107) dalam buku Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik, administrasi publik adalah suatu kombinasi kompleks antara teori dan praktik bertujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih simpatik/responsif terhadap kebutuhan sosial.  Dapat dipahami bahwa administrasi publik merupakan proses penyelenggaraan terhadap pemerintah dengan tujuan pemenuhan kebijakan publik secara lebih baik.

2.2.1.2 Paradigma Administrasi Publik
Menurut Keban (2014:4) mengatakan bahwa untuk memahami administrasi publik dapat diketahui dari variasi makna administrasi publik yaitu sebagai administration of public, administration for public dan administration by public. 
a. Istilah administration of public menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan diasumsikan bahwa masarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah. 
b. Kemudian istilah administration for public menunjukkan suatu konteks yang lebih maju dari yang pertama di atas yaitu pemerintah lebih berperanan dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik (service provider). Dalam konteks ini diasumsikan bahwa pemerintah lebih responsif atau lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan lebih mengetahui  cara terbaik untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Meskipun kebutuhan publik merupakan sasaran utama kegiatan pemerintah namun pemeritah tidak berupaya memberdayakan publik.
c. Selanjutnya istilah administration by public merupakan suatu konsep yangs angat berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberikan kesempatan untuk itu. Dalam hal ini, kegiatan pemerintah lebih mengarah kepada “empowerment” yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya tergantung terus-menerus kepada pemerintah. Akibatnya masyarakat dapat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, mulai dari penentuan kebutuhan sampai pada pelaksanaan dan penilaian hahsil, sementara pemerintah lebih memainkan perannya sebagai fasilitator dan dapat menfokuskan diri pada urusan-urusan kenegaraan yang bersifat strategis.

Administrasi publik sejak kelahirannya hingga dewasa ini telah berkembang dari paradigma Old Public Administration (OPA) menjadi administrasi publik kontemporer. Jika dikaitkan dengan pendapat Keban (2014:4), OPA ini termasuk ke dalam administration of public. Dalam paradigma OPA, pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa dan sebagai regulator yang selalu berinisiatif dalam mengatur dan mengambil langkah untuk masyarakat karena masyarakat diasumsikan pasif, kurang mampu, harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah.
Pada perkembangan selanjutnya, timbul ketidakpuasan dari banyak pihak terhadap praktik administrasi publik dalam OPA yang lebih mengedepankan kekuasaan. Hal itu kemudian menimbulkan konsep-konsep baru yang digagas oleh para pakar yang mengedepankan administrasi publik yang lebih profesional, responsif, partisipatif, akuntabel, adaptif, lebih mengutamakan publik, dan tidak berorientasi pada kekuasaan. Denhardt & Denhardt (2006:1) mengatakan bahwa administrasi publik kontemporer dewasa ini berkaitan dengan manajemen dari program-program publik (masyarakat). Administrasi publik bekerja pada semua tingkat pemerintahan dan mengelola berbagai bentuk organisasi non profit, asosiasi, dan kelompok kepentingan. 
Konsep-konsep baru tersebut menyebabkan paradigma OPA telah berubah menjadi paradigma baru yaitu paradigma Administrasi Publik Kontemporer yang meliputi New Public Administration (NPA), New Public Management (NPM), New Public Service (NPS), Governance dan Good Governance, serta Sound Governance. 	

[bookmark: _Toc129784980][bookmark: _Toc134286447]2.2.2 Pengertian Partisipasi Masyarakat
Partisipasi secara umum diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Verhangen (Mardikanto dan Poerwoko, 2017:81) menyatakan bahwa :
Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggungjawab dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai :
1. Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki;
2. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri;
3. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan;
4. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Partisipasi masyarakat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Adapun kodrat dari setiap orang hakikatnya ingin diakui keberadaannya dan ingin diakui keberadaan harkat dan martabatnya. Dari kenyataan tersebut maka seluruh lapisan masyarakat perlu diajak berperan serta atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Mengingat kembali sifat pengelolaan pembangunan itu meliputi banyak aspek dan memiliki keterkaitan dengan banyak pihak, maka tidak dapat dihindari bila metode perencanaan partisipatif yang diperkenalkan juga banyak jenisnya.
Cohen dan Uphoff 1977 (Mulyadi, 2019:25) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam menerima hasil pembangunan tergantung pada distribusi maksimal suatu hasil pembangunan yang dinikmati atau dirasakan masyarakat, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. 
Cohen dan Uphoff 1977 (Mulyadi, 2019:25) membagi partisipasi menjadi empat jenis, yaitu :
1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu partisipasi yang berkaitan tentang pemberian gagasan atau ide yg menyangkut kepentingan bersama. Ada tiga jenis keputusan, yaitu :
a. Keputusan awal (Initial Decisions), keputusan awal diawali dengan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada pada masyarakat kemudian diberikan suatu solusi atas permasalahan tersebut. Keputusan awal ini mencakup pada gagasan, formulasi, perumusan rencana dan lainnya dalam menunjang pelaksanaan suatu program.
b. Keputusan yang sedang berlangsung (On going Decisions), keputusan yang sedang berlangsung terjadi setelah keputusan awal yang telah dibuat. Ada kemungkinan bahwa penduduk setempat yang tidak berpartisipasi dalam keputusan awal mungkin akan diminta berpartisipasi dalam keputusan yang sedang berlangsung begitu proyek telah tiba di wilayah tersebut. Partisipasi dalam keputusan yang sedang berlangsung untuk mengetahui kebutuhan dan prioritas baru yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
c. Keputusan Operasional (Operasional Decisions), keputusan operasional terkait dengan organisasi yang dibentuk berperan untuk melibatkan masyarakat dalam pencapaian suatu program. Partisipasi ini berkaitan dengan hal-hal seperti komposisi keanggotaan, prosedur rapat, pemilihan kepemimpinan, dan lainnya.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam aspek implementasi dalam tiga cara utama yaitu kontribusi sumber daya, upaya administrasi, dan koordinasi program kepesertaan.
a. Kontribusi Sumber Daya (Resource Contributions) ada berbagai bentuk, seperti penyediaan tenaga kerja, uang, barang material, dan informasi. Semua input  tersebut sangat penting untuk sebuah program pembangunan.  Melalui partisipasi masyarakat tersebut, masyarakat setempat dapat berkontribusi dengan tenaga kerja untuk melakukan kegiatan fisik, menyumbangkan alat untuk kegiatan atau memberikan informasi penting tentang topik seperti hasil dari program atau masalah yang dihadapi dan sebagainya.
b. Upaya Administrasi dan Koordinasi (Administration and Coordination Efforts) adalah cara kedua masyarakat dapat dalam implementasi proyek. Disini mereka dapat berpartisipasi sebagai lokal dipekerjaan karyawan atau sebagai anggota atau pengambil keputusan proyek. Mereka juga dapat menjadi anggota asosiasi sukarela yang memainkan peran dalam mengkoordinasi kegiatan mereka dengan proyek tersebut.
c. Program Kepesertaan Kegiatan (Programme Enlistment Activities) merupakan bentuk partisipasi implementasi yang paling umum. Menjadi peserta dalam program sangat penting untuk melihat manfaat yang disediakan, karena pendaftaran tidak selalu menjamin manfaat.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dapat dilihat dari tiga macam manfaat yaitu materi, sosial, dan pribadi. Manfaat material pada dasarnya adalah barang pribadi yang menghasilkan dari suatu proyek. Manfaat sosial pada dasarnya adalah barang publik. Manfaat ini biasanya dicirikan sebagai layanan atau fasilitas seperti sekolah, klinik kesehatan dan jalan yg baik. Manfaat pribadi bukan berarti manfaat secara individu, keuntungan pribadi dalam hal ini seperti kepada anggota kelompok atau sektor karena ini memperoleh kekuatan sosial dan politik yang lebih banyak melalui pengoperasian proyek.
4. Partisipasi dalam evaluasi, yaitu mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya. Tahap ini sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan selanjutnya. Terdapat dua tipe partisipasi dalam evaluasi program yaitu dengan partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung.
a. Partisipasi langsung, dalam suatu proyek orang-orang lokal atau pemimpin lokal dapat berpartisipasi. Pegawai pemerintah dapat berpartisipasi dalam tinjauan anggaran tahunan yang memenuhi fungsi evaluatif tertentu, tetapi pejabat tingkat lokal umumnya tidak terlibat. Sangat mungkin bahwa apapun upaya dan keterlibatan lokal dalam evaluasi program akan terjadi melalui kegiatan politik atau sejenisnya.
b. Partisipasi tidak langsung, adalah partisipasi dalam kegiatan evaluatif yang bertujuan untuk mengupayakan memberikan pendapat yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari sebuah program untuk menyarankan beberapa perbaikan.
Bryant dan White (Muluk, 2007) telah menggambarkan pengertian partisipasi bahwa :
Partisipasi yang mendalam pada bidang administrasi pembangunan sebagai partisipasi oleh masyarakat atau penerima manfaat suatu proyek dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian Bryant dan White menguraikan kandungan makna  dalam pengertian partisipasi ini bahwa partisipasi merupakan sebuah sikap yang terbuka terhadap persepsi maupun ide, memberikan perhatian yang mendalam mengenai hasil dari suatu proyek yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, dan memiliki kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan pihak lain terhadap suatu kegiatan.

Partisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program akan mengembangkan kemandirian pada masyarakat demi kemajuan pembangunan. Selain itu, penerimaan manfaat merupakan pelengkap dari cakupan pada proses perencanaan dan pelaksanaan sehinggga akan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Partisipasi masyarakat adalah sebuah proses yang mungkin membawa kewenangan yang oleh Heller dalam Wanaha (Tawan dan Yusuf, 2017:13) yaitu :
Digambarkan sebagai proses individu ambil bagian dalam pembuatan keputusan terhadap suatu lembaga, program dan lingkungan yang mempengaruhinya. Ia menggambarkan dua bentuk partisipasi yaitu partisipasi grass root, menunjukan pada pergerakan organisasi dan sosial diajukan oleh masyarakat yang memilih metode dan tujuan mereka, serta tujuan government mandate (resmi), dimana partisipasi masyarakat meliputi keperluan sah yang telah ada, memberikan kesempatan bagi masukan masyarakat ke dalam sebuah kebijakan atau pengoperasian oleh sebuah agen pemerintah.
Menurut Mahardika (Mulyadi, 2019:19) partisipasi merupakan proses pemberdayaan kekuatan masyarakat dalam pembangunan dan merupakan salah satu sendi untuk mengukur demokratis tidaknya suatu negara. 
Menurut Isbandi (Widodo, 2015) mendefinisikan partisipasi sebagai berikut :
Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat, mengambil keputusan dan memilih alternatif sebagai solusi dalam penanganan masalah, melaksanakan alternatif yang dipilih, dan melibatkan masyarakat dalam proses perubahan yang terjadi.
Griesgraber dan Gunter (Muluk, 2007) mengartikan partisipasi sebagai “mekanisme untuk memungkinkan orang-orang yang terkena dampak untuk berbagi dalam pembuatan proyek atau program, dimulai dengan identifikasi semua jalan sampai ke implementasi dan evaluasi”.  Dengan demikian menurut Beal 1964 (Mardikanto dan Poerwoko, 2017:81) menyatakan bahwa partisipasi :
Khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan social yang eksogen (exogenous change). Karakteristik dari proses partisipasi ini adalah, semakin mantapnya jaringan social (social network) yang “baru” yang membentuk suatu jaringan social bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Karena itu, partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan social baru yang masing-masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur social yang bersangkutan.
Sementara pengertian partisipasi menurut Goulet (Mulyadi, 2019:17) menyebut bahwa : 
Partisipasi sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok; Kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (non-elite) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (elite). 
Sedangkan menurut Rusidi (Tawan dan Yusuf, 2017:14) menjelaskan bahwa :
Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh pihak lain (kelompok, asosiasi, organisasi pemerintah dan sebagainya), dimana keikutsertaannya dinyatakan atau diwujudkan dalam bentuk pencurahan pikiran, pencurahan materil dan pencurahan tenaga, sesuai dengan harapan kegiatan itu.
Partisipasi transformasi masyarakat terlibat sebanyak mungkin dalam pelaksanaan suatu proyek atau aktifitas, mulai tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Suatu proyek atau aktifitas merupakan pencerminan kehendak masyarakat, dan proses pengambilan kebijakan berlangsung dari bawah ke atas (bottom up). Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran suatu proyek sebagian besar bergantung pada masyarakat sendiri. Dengan demikian, selain memiliki kemampuan dan kemandirian yang semakin tinggi, masyarakat akan memiliki tanggungjawab lebih besar. Dalam partisipasi semacam itu, masyarakat diandaikan lebih tahu apa yang terbaik bagi diri mereka. Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam partisipasi transformasional tersebut, maka partisipasi bisa dipahami sebagai proses sekaligus cara bagi para stakeholders dalam mempengaruhi dan berbagi peran atas perkara pembangunan, proses pengambilan kebijakan dan sumber daya yang dimaksud dengan para stakeholders yang dimaksud adalah masyarakat umum.
Dusseldorp (Mardikanto dan Poerwoko, 2017:84) mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat, yakni:
1. Menjadi anggota dalam kelompok-kelompok masyarakat;
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat;
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.
Sulaiman (Paath, 2013) membagi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menjadi lima, yaitu :
1. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
2. Partisipasi langsung dalam kegiatan secara fisik dan tatap muka.
3. Partisipasi representatif yaitu dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil dalam organisasi atau panitia.
4. Partisipasi dalam bentuk dukungan dapat berupa keterlibatan mental, emosional individu dan motivasi untuk memberikan kontribusi tergerak dalam bentuk buah pikiran, tenaga, barang dan jasa yang merupakan hak dasar yang sah bagi setiap individu dalam kesediaanya untuk turut serta menentukan keberhasilan suatu program pembangunan.
5. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yaitu memanfaatkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.
Slamet 1985 (Mardikanto dan Poerwoko, 2017:91) berpendapat bahwa ada tiga unsur pokok yang sangat menentukan tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, yaitu:
1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi;
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi;
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.
Goldsmith dan Blustain (Anwar, 2009) dalam penelitiannya di Jamaica memberikan kesimpulan bahwa masyarakat akan berpartisipasi jika : 
Partisipasi akan dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau telah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan, partisipasi itu dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat yang bersangkutan, manfaat yang diperoleh dalam partisipasi tersebut dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat, dan dalam proses partisipasi itu masyarakat terjamin dapat melakukan kontrol. 

[bookmark: _Toc129784981]Partispasi masyarakat ternyata dapat berkurang jika mereka tidak ataupun kurang berperan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Janabrota (Mulyadi, 2019:14) mengartikan bahwa “partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri”. Dengan demikian partisipasi masyarakat dapat pula berarti kesediaan untuk membantu keberhasilan suatu kegiatan dengan tidak mengorbankan kepentingan yang bersangkutan. 

[bookmark: _Toc134286448]2.2.3 Kampung Keluarga Berkualitas	
Mendengar istilah “Kampung″, kesan yang muncul di pikiran kita pasti akan tertuju pada suatu tempat hunian dari sekumpulan orang atau keluarga dengan segala keterbelakangan, keterbatasan, tertinggal, kolot, kumuh, terpencil, dan beberapa sebutan lainnya yang terkait dengan kampung.
Memang tidak dapat kita pungkiri, bahwa kampung sangat identik dengan istilah-istilah seperti itu, begitu juga halnya dengan istilah Kampung KB yang akhir-akhir ini menjadi icon yang cukup populer tidak hanya dikalangan para pengelola program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam hal ini BKKBN, akan tetapi juga banyak diperbincangkan oleh lembaga-lembaga departemen ataupun non-departemen mulai dari tingkat daerah sampai ketingkat pusat.
Amanat Presiden Republik Indonesia, kepada BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan atau sebuah program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019. Kampung KB mencoba memadukan konsep pembangunan terpadu bidang KKBPK. Program tersebut dapat bersentuhan secara langsung dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN segera dapat membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). (BKKBN, 2017).
[bookmark: _GoBack]Kampung KB merupakan program nasional dengan inovasi yang berawal dari Lorong KB yang digagas oleh Pemerintah Kota Makassar. Lorong KB merupakan program Badan Keluarga Berencana (KB) Kota Makassar yang menjadi program percontohan nasional. Pada tanggal 14 Januari 2016, Presiden RI telah mencanangkan Kampung KB di Dusun Jenawi Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Untuk pelaksanaannya, maka BKKBN akan bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga terkait serta organisasi lintas sektoral untuk pengembangan Kampung KB. 
Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan KKBPK serta pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. (BKKBN, 2015). Dibentuknya program kampung KB memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program KKBPK serta pembangunan lintas sektor untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. 
Adapun tujuan dari Kampung KB dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:
1. Tujuan Umum
Secara umum, Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program  KKBPK serta pembangunan lintas sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
2. Tujuan Khusus
Secara khusus, Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam mendampingi dan membina serta memfasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan program KKBPK dan pembangunan lintas sektor terkait, memberikan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern, meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja, meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung, meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih, meningkatkan kualitas keimanan para remaja atau mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah atau ceramah keagamaan) di kelompok remaja, dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja atau mahasiswa dalam kegiatan sosial budaya (festival seni dan budaya, dan lain-lain) di kelompok pelajar dan seterusnya.
Syarat dibentuknya kampung KB pada suatu wilayah, pada dasarnya ada tiga hal pokok yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu : tersedianya data kependudukan yang akurat, dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah, dan adanya partisipasi aktif masyarakat. Pemilihan dan penentuan wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB, memiliki tiga kriteria yang akan dipakai :
1) Kriteria utama : yang mencakup dua hal:
a) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa atau kelurahan di kampung tersebut.
b)  Jumlah peserta KB berada di bawah rata-rata dalam pencapaian peserta KB tingkat desa atau kelurahan dilokasi kampung KB tersebut.
2) Kriteria wilayah: mencakup 10 kategori wilayah yang dapat memilih salah satu atau lebih kriteria wilayah berikut : (1) Wilayah Kumuh, (2) Pesisir, (3) Daerah Aliran Sungai (DAS), (4) Bantaran Kereta Api, (5)Wilayah terpencil, (6) Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan), (7) Perbatasan, (8) Kawasan Industri, (9) Kawasan Wisata, dan(10) Padat Penduduk.
3)  Kriteria Khusus : kriteria yang mencakup 5 hal, yaitu :
a) Kriteria data meliputi data dan peta keluarga yang dimiliki setiap RT/RW;
b) Kriteria kependudukan meliputi angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah;
c) Kriteria program KB meliputi peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari pencapaian rata-rata tingkat desa atau kelurahan serta tingkat unmet-need lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa atau kelurahan;
d) Kriteria program pembangunan keluarga meliputi partisipasi keluarga dalam membinan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan Gen Re melalui PIK-R yang masih rendah;
e) Kriteria program pembangunan lintas sektor yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang pemukiman dan lingkungan, dan program lainnya yang bisa ditambah sesuai dengan kondisi dan perkembangan di suatu wilayah kampung KB.
Sasaran kegiatan merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada Kampung KB, yaitu keluarga, remaja, Penduduk Lanjut Usia (Lansia), Pasangan Usia Subur (PUS), keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja serta keluarga yang memiliki lansia, dan sasaran sektor sesuai dengan tugas dimasing-masing bidang. Pelaksananya adalah Kepala Desa atau Lurah, Ketua RW, Ketua RT, Penyuluh KB, Petugas lapangan sektor terkait, Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini PPKBD dan Sub PPKBD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya.
Melalui Kampung KB ini diharapkan pelaksanaan program KKBPK dan program-program pembangunan lintas sektor lainnya dapat berjalan secara terpadu atau terintegrasi dan bersinergi. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Agenda Prioritas Pembangunan terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Pembangunan kependudukan akan lebih baik jika dimulai dari wilayah pinggiran yaitu kampung. Adapun Agenda prioritas ke 5 yaitu “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia”. Dan agenda prioritas ke 8 yaitu “Melakukan revolusi karakter bangsa”. Dalam dimensi pembangunan manusia diperlukan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga. 
Adapun ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Kampung KB, yaitu: 
1. Kependudukan
2. Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
3. Ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga (pembangunan keluarga)
4. Kegiatan lintas sektor (bidang kesehatan, sosial ekonomi, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan lainnya sesuai kebutuhan wilayah Kampung KB).
Walaupun pembentukan Kampung KB diamanatkan kepada BKKBN, akan tetapi pada prinsipnya Kampung KB merupakan perwujudan dari sinergi antara beberapa kementerian  terkait dari pemerintah  pusat dan pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, serta tidak ketinggalan partisipasi langsung masyarakat setempat. Oleh sebab itu Kampung KB ini diharapkan menjadi miniatur atau gambaran (potret) dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program  pembangunan  Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.
Jadi Kampung KB sebenarnya dirancang sebagai upaya membumikan, mengangkat kembali, merevitalisasi program KKBPK guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dalam upaya mengaktualisasikan dan mengaflikasikan 8 (delapan) fungsi keluarga secara utuh dalam masyarakat. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya.
[bookmark: _Toc129784982]Sehingga wadah Kampung KB ini dapat kita jadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, prilaku dan cara berfikir (mindset) masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan kampung-kampung lainnya, masyarakat yang tadinya tidak memiliki kegiatan dapat bergabung dengan poktan-poktan yang ada, keluarga yang tadinya tidak memiliki usaha dapat bergabung menjadi anggota UPPKS yang ada.

[bookmark: _Toc134286449]2.3 Kerangka Pemikiran
Mahardika (Mulyadi, 2019:19) partisipasi merupakan proses pemberdayaan kekuatan masyarakat dalam pembangunan dan merupakan salah satu sendi untuk mengukur demokratis tidaknya suatu negara.
Melalui Kampung KB, pemerintah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan meningkatkan peran serta pemerintah maupun non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi,  mendampingi dan membina masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan yang dilakukan dalam Kampung KB ini yaitu melaksanakan program KKBPK serta kegiatan lintas sektor, hal ini tentunya membutuhkan semua pihak untuk berpartisipasi dalam keberhasilan Kampung KB. Partisipasi masyarakat merupakan hal utama dalam keberhasilan program Kampung KB. Partisipasi sangat dibutuhkan agar sinergitas  antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin dengan baik untuk mencapai tujuan bersama.
Cohen dan Uphoff (Mulyadi, 2019:25) memberikan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam kemanfaatan. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.
Untuk mencapai keberhasilan program Kampung KB di Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat terutama dalam  meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung.
Dengan kerangka pemikiran yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon sebagai berikut :


	





Input :
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kampung KB



Proses :
Partisipasi Masyarakat Menurut Cohen dan Uphoff 1977 dalam (Mulyadi, 2019) :
1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan
2. Partisipasi dalam Pelaksanaan
3. Partisipasi dalam Kemanfaatan
4. Partisipasi dalam Evaluasi
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Output 
Partisipasi Masyarakat belum berjalan optimal
Output 
Partisipasi Masyarakat sudah berjalan optimal

                   		      		      
       				    

Hambatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung KB

		
                    
Upaya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung KB
Outcome
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat 







Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran
